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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan 
rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga Lembaga Pengabdian 
Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang telah 
menyelenggarakan Workshop dengan tema “Implementasi Hak Hak 
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen 
Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern”  
tanggal 19 s.d. 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga. 
 

Semoga melalui Workshop yang kami selenggarakan ini, dapat 

memberikan manfaat bagi anggota DPRD Kota Semarang. Tentunya, 

dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsi sebagai anggota DPRD. 

Pada kesempatan yang baik ini, kami Lembaga Pengabdian 

Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang mengucapkan banyak 

terima kasih kepada: 

1. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian 

Dalam Negeri RI 

2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Provinsi Jawa Tengah. 

3. Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Semarang. 

4. Sekretaris dan Staf DPRD Kota Semarang. 

5. Narasumber yang berpartisipasi dalam Workshop.  

6. Tim LPM UNTAG Semarang. 

7. Semua pihak yang telah membantu kelancaran atas 

terselenggaranya Workshop kali ini. 

Akhirnya, kami Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat 

(LPM) UNTAG Semarang  mohon maaf atas segala kekurangan kami 

dalam pelaksanaan Workshop kali ini. Kritik dan saran tentunya kami 

harapkan, agar kedepan kami dapat lebih baik lagi. 

 

Semarang, 22 Juni 2026 

a.n. Ketua LPM UNTAG Semarang 

Sekretaris  
 

 

Drs. Rahmad Purwanto, M.Si 

NUPTK. 3446738639130042 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. PENDAHULUAN 

Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

menyebutkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi, yaitu fungsi 

legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang dijalankan 

dalam kerangka representasi rakyat. 
 

Melihat urgennya tugas pokok dan fungsi DPRD bersama 

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas produk 

hokum, kualitas proses penganggaran dan kualitas pengawasan 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan peningkatan 

kapasitas demi terwujudnya sinergi dalam pelaksanakan tugas antara 

DPRD dengan Pemerintah Daerah. 
 

Lembaga Pendidikan Tinggi menyadari betapa pentingnya tugas 

dan fungsi pokok kedewanan tersebut, dalam kerangka peningkatan 

perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat menyerap 

aspirasi masyarakat untuk kemaslahatan masyarakat. 
 

Hal ini sejalan dengan perkembangan pendidikan politik 

masyarakat, dirasa sangat mendesak untuk menyerap aspirasi 

masyarakat melalui berbagai tahapan yang sudah terbentuk harus 

mampu di serap oleh anggota DPRD sebagai pencerminan suara hati 

rakyat. 
 

Peran Perguruan Tinggi dirasa sangat strategis dengan berbagai 

konsentrasi keilmuannya untuk menjembatani kepentingan eksekutif 

dan legislative serta masyarakat sebagai manifestasi aspirasi 

kepentingan politik. 
 

Sehubungan dengan uraian diatas, Lembaga Pengabdian 

Kepada Masyarakat (LPM) UNTAG Semarang telah 

menyelenggarakan Workshop dengan tema “Implementasi Hak 

Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen 

Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen 

Modern”’. 
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B. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara. 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 

tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah. 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 6 tahun 2024 tentang 

Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten/Kota. 

. 

 

C. TUJUAN 

1. Meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi anggota DPRD. 

2. Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota DPRD. 
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BAB II 

KEGIATAN 

 

A. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN 

Hari, tanggal : Jumat s.d. Minggu, 19 s.d. 21 Juni 2026 

Tempat : Wahid Prime Hotel - Salatiga 

 

B. MATERI WORKSHOP 

1. Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju 

Parlemen Modern; 

2. Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD 

(PP Nomor 18 Tahun 2017 dan PP Nomor 1 Tahun 2023); 

3. Implementasi Pengelolaan dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi 

Khusus;  

4. Peran DPRD Dalam Perhitungan Potensi dan Target PDRD;  

5. ESQ : From Criticism To Action, For A Better Future; 

6. Focused Group Discussion. 

 

C. JADWAL WORKSHOP 

Terlampir  

 

D. NARASUMBER 

1. Aryo Santiko, S.Sos., M.Si 

2. Rino Rio Kent, S.STP., M.M  

3. Drs. Y. Setyohadi Pratomo,M.Si  

4. Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC 

 

E. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN 

1. Metode ceramah: pemberian materi oleh narasumber. 

2. Diskusi dan Tanya jawab: peserta diberikan kesempatan untuk 

bertanya atas masalah yang terjadi di daerah, agar terjadi dialog. 

 

F. PEMBIAYAAN 

Pembiayaan Workshop berasal dari kontribusi masing masing 

peserta anggota DPRD Kota Semarang. 

 

G. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT 

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan 

baik akan mendapatkan Piagam Penghargaan/sertifikat yang 

dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang 

dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya 
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Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat 

sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh: 

1. Rektor pada halaman depan; 
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang. 

 

 

H. EVALUASI 

Evaluasi hasil pelaksanaan Workshop dilakukan dengan cara 

menyebarkan kuesioner kepada peserta Workshop. Evaluasi tersebut 

meliputi: 

A. Respon Peserta Terhadap Proses Pembelajaran Berdasarkan Skala 

antara lain: 

1. Evaluasi Terhadap Isi Program Workshop DPRD. 

2. Evaluasi Terhadap Rancangan Program. 

3. Evaluasi Terhadap Narasumber. 

4. Evaluasi Terhadap Kurikulum. 

5. Evaluasi Terhadap Kelembagaan. 

B. Respon yang Dirasakan Peserta Mengenai Manfaat dan Proses 

Pembelajaran 
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BAB III 

REALISASI KEGIATAN 

 

A. PESERTA 

Peserta Workshop diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota 

Semarang sebanyak 38 orang. 

 

B. NARASUMBER 

Narasumber yang hadir dalam Workshop kali ini adalah: 

1. Aryo Santiko, S.Sos., M.Si 

2. Rino Rio Kent, S.STP., M.M  

3. Drs. Y. Setyohadi Pratomo,M.Si  

4. Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC 

 

C. FASILITAS WORKSHOP 

Fasilitas Workshop yang kami selenggarakan antara lain: 

1. Penginapan; 
2. Konsumsi; 
3. Ruang Kelas dan Ruang Makan; 
4. Workshop Kit (tas dan Materi); 
5. Sarana Olah Raga/fitnes centre; 
6. Perangkat penunjang: Komputer, LCD, Sound System, Flip Chart, 

White Board, dan Alat Tulis. 
 

 

D. PEMBIAYAAN 

Sumber pembiayaan diperoleh dari kontribusi masing-masing 

peserta Anggota DPRD Kota Semarang. 
 

 

E. PIAGAM PENGHARGAAN/SERTIFIKAT 

Setiap peserta yang telah mengikuti kegiatan Workshop dengan 

baik akan mendapatkan piagam penghargaan/sertifikat yang 

dikeluarkan oleh Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang 

dengan nomor registrasi dari Badan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Sertifikat 

sebagaimana dimaksud ditandatangani oleh: 

1. Rektor pada halaman depan; 
2. Sekretaris DPRD dan Ketua LPM pada halaman belakang. 
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F. METODE DAN TEKNIK PEMBELAJARAN 

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, metode 

pembeajaran yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Metode Ceramah 
2. Metode Tanya Jawab 
3. Metode Diskusi 

  



LPM Untag Semarang 2026 
 

 

7 

BAB IV 

HASIL EVALUASI 

 

Kegiatan evaluasi terhadap kegiatan Workshop dilakukan dengan 

menyebarkan kuesioner berupa link kuisioner kepada peserta, untuk 

memperoleh kesimpulan apakah kegiatan Workshop yang kami 

selenggarakan ini telah berjalan baik atau belum. Berikut kami sampaikan 

hasil sebaran kuesioner dari BPSDM D Provinsi Jawa Tengah, sebagai 

berikut: 

 

A. HASIL EVALUASI DARI BPSDM D PROVINSI JAWA TENGAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jalan Setiabudi 201 A  Semarang, Kodepos 50263,Telepon 7473066, Faksimile . 7473701

Laman : http:// bpsdmd.jatengprov.go.id   Surat Elektronik : bpsdmd@jatengprov.go.id

                                                                                Semarang, 22 Juni 2026

Nomor : B/800.2.4.6/729/2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1(satu) Dokumen

Hal : Hasil Evaluasi Penyelenggaraan
Pendalaman Tugas Anggota DPRD 

Kota Semarang Tahun 2026

Yth. Ketua LPM UNTAG SEMARANG

Di Semarang

Berdasarkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 6 tahun 2024 tentang

Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka

penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota,

BPSDMD Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan  target capaian  sasaran mutu ≥ 3,5

dari skala 4,0.

Berdasarkan hasil  evaluasi  penyelenggaraan  pendalaman tugas bagi  anggota

DPRD Kota Semarang, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kota Semarang  yang  dilaksanakan oleh LPM

Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang di Wahid Prime Hotel Jalan Jend.

Sudirman No.95, Kota Salatiga, mulai tanggal 19 Juni sampai dengan. 21 Juni 2026,

dari pagi, siang hingga malam hari mulai pukul 08.00 s/d 22.45 WIB.

2. Capaian sasaran mutu proses penyelenggaraan  pendalaman tugas bagi  anggota

DPRD Kota Semarang  ,  dalam kategori Memuaskan, dan  dibawah target  capaian

sasaran mutu, dengan rincian sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

                               1 / 2                               1 / 2
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NO ASPEK
CAPAIAN NILAI CAPAIAN MUTU

CN KRITERIA CM KRITERIA

1 Program 85,75 Memuaskan 3,43 DBCM

2 Layanan Administrasi 85,96 Memuaskan 3,44 DBCM

3 Fasilitas Penunjang 84,87 Memuaskan 3,39 DBCM

Rata-rata…….. 85,53 Memuaskan 3,42 DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kota Semarang, berjalan

dengan tertib dan lancar.

4. Hasil  evaluasi  penyelenggaraan  pendalaman  tugas  dimaksud  sebagaimana

terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah

Kepala Badan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Daerah,

${ttd}

Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 197607302001122003

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.

3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
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EVALUASI  

PENYELENGGARAAN PENDALAMAN 

TUGAS BAGI ANGGOTA DPRD 

KOTA SEMARANG 

Periode 19 s/d 21 Jun 2026 



A. LATAR BELAKANG 

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa 

Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan 

daerah di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Sesuai dengan kewenangannya 

maka BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagai 

mandatori dari Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemerintah pusat di daerah 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas bagi 

anggota DPRD Kabupaten / Kota melalui evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk 

mengetahui dan dalam upaya mengukur tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas 

penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas. 

 

B. DASAR HUKUM 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang 

Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota. 

 

C. TUJUAN 

Monitoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan : 

1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi anggota Dewan; 

2) Menampung feedback proses penyelenggaraan pendalaman tugas 

3) Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada 

penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya. 

 

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA 

Penetapan Nilai merupakan hasil pengolahan respon yang masuk, dengan teknik 

pengolahan data tertentu. Terdapat dua jenis nilai yang diukur : 

1. Capaian Nilai 

Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala 

yang digunakan untuk mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau 

kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi 

operasional yang telah ditetapkan oleh evaluator. Cara perhitungan skornya adalah 

sebagai berikut : 

 



● Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban 

1) Kurang 

2) Cukup 

3) Baik 

4) Sangat Baik 

● Pengelompokan nilai berdasarkan kriteria 
 

0 - 60.00 Tidak Memuaskan 

60.01 - 70.00 Kurang Memuaskan 

70.01 - 80.00 Cukup Memuaskan 

80.01 - 90.00 Memuaskan 

90.01 - 100.00 Sangat Memuaskan 

 

2. Capaian Mutu 

Capaian mutu merupakan standar mutu yang ada di BPSDMD Provinsi 

Jawa Tengah dengan mengacu pada standar mutu yang telah ditetapkan 

dengan Standard Mutu Manajemen (SMM) ISO 9001:2015, dengan target 

Capaian Mutu sebesar ≥ 3,50 dari skala 4,0. 

0 s.d. 3.49 Di Bawah Capaian Mutu (DBCM) 

3.50 s.d. 4.00 Di Atas Capaian Mutu (DACM) 

 
3. Persepsi Negatif / Positif 

Persepsi Negatif = Respon Tidak + Respon Kurang /2 * 100% 

Persepsi Positif = Respon Sangat + Respon Cukup / 2 * 100% 

Persepsi negatif juga memiliki nilai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu 

tidak lebih dari 20%. 

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN 

Nama Pelatihan  : Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kota 

Semarang 

Periode : 19 Jun 2026 s/d 21 Jun 2026 

Jumlah Peserta : 38 orang 

Jumlah Responden : 38 orang 

Tanggal Evaluasi : 20 Juni 2026 

 

 

 

 

 

 



F. HASIL EVALUASI 

Sebagaimana terlampir. 

 

G. KESIMPULAN 

1. Evaluasi Penyelenggaraan 

Secara keseluruhan, orientasi ini sudah terlaksana dengan Memuaskan, yang 

ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 85.53 dengan Capaian Mutu (CM) berada 

pada indeks 3.42 yang termasuk dalam kriteria Di Bawah Capaian Mutu (DBCM).  

 

2. Saran 

Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenggaraan pendalaman tugas dari 

peserta, perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya : 

a) Metode pendalaman tugas lebih partisipatif, lebih banyak studi kasus dan 

diskusi 

b) Materi implementasi hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD sangat 

bermanfaat 

c) Hotelnya pindah pindah lebih merata 

d) Bisa diberikan materi yang lebih update 

 

Mengetahui, 

Sub Koordinator 

Pengendalian Mutu dan Kerjasama 

 

 

 

Mochamad Said, SH,MH 

Pembina 

NIP. 196712031987031003 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. KESIMPULAN 

Dari hasil kegiatan Workshop kali ini dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran berjalan dengan baik, ini dibuktikan 

dengan suasana diskusi berjalan menarik. 

2. Evaluasi terhadap isi program, rancangan program, 

narasumber, kurikulum dan kelembagaan sebagian besar 

peserta setuju bahwa telah sesuai dengan kebutuhan 

peserta sebagai anggota DPRD. 

3. Seluruh peserta menggap kegiatan Workshop ini 

bermanfaat dan berguna dalam menunjang kinerja sebagai 

anggota DPRD. Dari sisi proses pembelajaran di kelas dalam 

pemilihan topik, kurikulum, penjadwalan, durasi lama 

kegiatan, menurut sebagaian besar peserta sudah baik dan 

perlu dipertahankan. 

 

B. SARAN 

1. Kegiatan pendalaman tugas (Workshop) anggota DPRD 

yang dilaksanakan, kedepan perlu di desain agar 

penyampaian materi tidak hanya di kelas saja melainkan 

dapat diberikan dalam bentuk soft game in-door/ outbound 

learning belajar bersama dengan suasana yang sangat 

menyenangkan penuh kegembiraan, kebersamaan, 

keterbukaan kreasi dan inovasi untuk menumbuhkan sikap 

pentingnya kerjasama. 

2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) 

Daerah Provinsi Jawa Tengah di harapkan dapat selalu 

menjadi Institusi yang tetap memberikan Rekomendasi 

sesuai dengan Regulasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan 

dan Anggota DPRD. 

Demikian laporan kegiatan yang telah kami laksanakan, 

semoga bermanfaat bagi kita sekalian. 

 

Hormat kami, 
Sekretaris  
 

 

Drs. Rahmad Purwanto, M.Si 

NUPTK. 3446738639130042 
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JADWAL KEGIATAN 

“Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Manajemen 

Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern” 
 

Wahid Prime Hotel - Salatiga, 19 s.d. 21 Juni 2026 

Hari, 

Tanggal 

Waktu Keterangan, Materi & Narasumber 

Hari 

Pertama 

13.00 – 18.00 Registrasi Peserta 

18.00 – 19.00 Makan Malam 

19.00 – 23.00 Pembukaan 

Sesi  I “Manajemen Komunikasi Politik Yang 

Bersahaja Menuju Parlemen Modern” 
Oleh: Aryo Santiko, S.Sos., M.Si 

(BPSDM Kemendagri) 

   

Hari 

Kedua 

06.00 – 08.00 Makan Pagi 

08.00 – 12.00 Sesi  II “Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan 

Anggota DPRD (PP Nomor 18 Tahun 2017 dan PP Nomor 

1 Tahun 2023)” 

Oleh: Rino Rio Kent, S.STP., M.M.  

(Kemendagri) 

12.00 – 13.00 Makan siang, Istirahat & Sholat  

13.00 – 17.00 Sesi III “Implementasi Pengelolaan dana Bagi Hasil 

dan Dana Alokasi Khusus” 

Oleh: Rino Rio Kent, S.STP., M.M.  

(Kemendagri) 

18.00 – 19.00 Makan Malam 

19.00 – 23.00 Sesi IV “Peran DPRD Dalam Perhitungan Potensi dan 

Target PDRD” 
Oleh: Drs. Y. Setyohadi Pratomo,M.Si 

(Akademisi – UNTAG Semarang) 

   

Hari 

Ketiga 

06.00 – 08.00 Makan Pagi 

08.00 – 12.00 Sesi V “ESQ : From Criticism To Action, For A Better 

Future” 

Oleh: Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC 

(Motivator) 

PENUTUPAN 

12.00 Selesai 

Catatan : Sesuai dengan situasi dan kondisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat 
berubah secara fleksibel 
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Parlemen Modern

Pengertian, Fungsi, Struktur, dan Tantangan di Era Digital

Pengertian Parlemen Modern

• Parlemen modern adalah lembaga perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi 

legislasi, pengawasan, dan penganggaran dalam sistem pemerintahan 

demokratis.
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Sejarah Perkembangan

• Berawal dari dewan penasihat kerajaan hingga berkembang menjadi lembaga 

demokratis yang mewakili kepentingan masyarakat.

Fungsi Utama Parlemen

• 1. Legislasi

• 2. Pengawasan Pemerintah

• 3. Penganggaran

• 4. Representasi Aspirasi Rakyat
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Struktur Parlemen

• Unikameral (satu kamar) dan Bikameral (dua kamar). Contoh: DPR dan 

DPD di Indonesia.

Parlemen Modern di Indonesia

• Lembaga legislatif  terdiri dari DPR, DPD, dan MPR yang memiliki tugas dan 

kewenangan berbeda.
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Proses Pembentukan Undang-Undang

• Perencanaan → Penyusunan → Pembahasan → Persetujuan → Pengesahan 

→ Pengundangan

Peran Teknologi Digital

• E-Parliament, rapat daring, sistem informasi legislasi, keterbukaan data, dan 

partisipasi publik digital.
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Kelebihan Parlemen Modern

• Transparansi lebih tinggi, representasi masyarakat lebih luas, serta 

pengawasan pemerintah yang lebih efektif.

Tantangan Parlemen Modern

• Polarisasi politik, disinformasi, korupsi, rendahnya partisipasi publik, dan 

keamanan siber.
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Perbandingan dengan Parlemen Tradisional

• Parlemen modern lebih terbuka, berbasis teknologi, dan memiliki mekanisme 

akuntabilitas yang lebih kuat.

Kesimpulan

• Parlemen modern berperan penting dalam demokrasi melalui legislasi, 

pengawasan, dan representasi rakyat dengan dukungan teknologi digital.
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HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
DIKAITKAN DENGAN SE MENDAGRI NOMOR 900.1.1/376/SJ TENTANG 
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGANGGARAN TUNJANGAN PERUMAHAN 
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD YANG BERSUMBER DARI APBD

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  DPRD

1. Uang Representasi

2. Tunjangan Keluarga dan 

Tunjangan Beras;

3. Uang Paket;

4. Tunjangan Jabatan;

5. Tunjangan Alat 

Kelengkapan

6. Tunjangan Komunikasi 

Intensif

7. Tunjangan Reses

UNSUR PENGHASILAN

1. Jaminan Kesehatan (BPJS) dan

Medical Check-Up

2. JKK/JKM

3. Rumah Negara dan

Perlengkapannya/Tunjangan

Perumahan Pimpinan DPRD

4. Belanja rumah tangga untuk

pimpinan

5. Kendaraan Perorangan DinaS

Pimpinan DPRD/Tunjangan

Transportasi Pimpinan DPRD

6. Tunjangan Transportasi Anggota

DPRD

7. Pakaian Dinas

8. Uang Jasa Pengabdian

UNSUR KESEJAHTERAAN

1. PROGRAM, yang terdiri atas: 
 penyelenggaraan rapat
 kunjungan kerja
 pengkajian, penelaahan, dan 

penyiapan Perda 
 peningkatan kapasitas dan 

profesionalisme sumber daya 
manusia di lingkungan DPRD

 koordinasi dan konsultasi kegiatan 
pemerintahan dan kemasyarakatan

 program lain sesuai dengan fungsi, 
tugas, dan wewenang DPRD

2. Dana operasional Pimpinan DPRD
3. Pembentukan kelompok pakar atau tim 

ahli alat kelengkapan DPRD
4. Penyediaan tenaga ahli fraksi
5. Belanja sekretariat fraksi

BELANJA PENUNJANG 

KEGIATAN
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 UANG REPRESENTASI 
 Ketua DPRD setara KDH
 Wakil Ketua sebesar 80% dari UR Ketua DPRD
 Anggota DPRD sebesar 75% dari UR Ketua DPRD

 TUNJANGAN KELUARGA
 Tunjangan suami/istri dan anak yang sah 

sesuai yang diberikan kepada ASN 

1

2

3

4

5

 TUNJANGAN BERAS
 Tunjangan beras sesuai yang diberikan 

kepada ASN 

 UANG PAKET
 Ketua DPRD  = 10% dari UR Ketua DPRD
 Wkl. Ketua DPRD =  10% dari UR Wkl. Ketua 

DPRD
 Anggota DPRD = 10% dari UR Anggota DPRD

 TUNJANGAN JABATAN
 Ketua DPRD  = 145% dari UR Ketua DPRD
 Wkl.  Ketua DPRD = 145% dari UR Wkl. Ketua DPRD

 Anggota DPRD = 145% dari UR Anggota DPRD
 TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN
 Ketua               :   7,5% 
 Wakil Ketua   :   5%
 Sekretaris       :   4%
 Anggota          :   3%   

dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD 

 TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN 
LAIN
 Besarannya = Tunjangan Alat 

Kelengkapan [diberikan selama terbentuk 
dan melaksanakan tugas]

 TKI
 Klmpk  Tinggi    :  7 x UR Ketua DPRD
 Klmpk  Sedang  :  5 x UR Ketua DPRD
 Klmpk Rendah  :  3 x UR Ketua DPRD

6

7

8

9

 TUNJANGAN RESES
 Klmpk  Tinggi    :  7 x UR Ketua DPRD
 Klmpk  Sedang  :  5 x UR Ketua DPRD
 Klmpk Rendah  :  3 x UR Ketua DPRD

KETERANGAN
PP 109/2000

PP 59/2000

Keppres 68/2001

URAIANNO

Gaji PokokA

3,000,000.00 Gaji Pokok Gubernur1

2,100,000.00 Gaji Pokok Bup/Walikota2

besarnya 180% kali Gaji Pokok Tunjangan JabatanB

5,400,000.00 Tunjab Gubernur1

3,780,000.00 Tunjab Bup/Walikota2

Gaji & Tunjab Gubernur8,400,000.00 JUMLAH A1+B1

Gaji & Tunjab Bup/Walikota5,880,000.00 JUMLAH A2+B2
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 Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk 
peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 

 Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada 
Pimpinan dan Anggota DPRD

 Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah 

 Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran 
pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai ASN

 Dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu :

 tinggi

 sedang 

 rendah 

 Pendapatan umum daerah terdiri atas 
Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi 
Hasil, dan Dana Alokasi Umum

Dana Bagi Hasil dimaksud merupakan 

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari 
Transfer Pemerintah Pusat (Dana 
Perimbangan), sehingga tidak termasuk
pendapatan daerah pada Kelompok 

Pendapatan Lain-Lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah, seperti dana bagi hasil 
pajak dari provinsi kepada 
kabupaten/kota, serta dana penyesuaian 

dan otonomi khusus

 Belanja pegawai terdiri atas  belanja gaji dan tunjangan serta 
tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Belanja gaji dan tunjangan ASN seperti :
 Gaji Pokok ASN, 
 Tunjangan Keluarga, 
 Tunjangan Jabatan, 
 Tunjangan Fungsional, 
 Tunjangan Fungsional Umum, 
 Tunjangan Beras, 
 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, 
 Pembulatan Gaji, 
 luran BPJS Kesehatan, 
 luran Jaminan Kecelakaan Kerja/ Kematian, 
 Tunjangan Penghasilan ASN
 TPG, Tamsil Guru dan Tunjangan Khusus Guru 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan

KKD

 Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah merupakan data realisasi APBD 2 (dua)
TA, Dihitung oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah

KKD KABUPATEN/KOTAKKD PROVINSIKELOMPOK No

KKD > 550 MilyarKKD  > 4,5 TriliunTINGGI1

300 Milyar <KKD < 550 Milyar1,4 Triliun < KKD  < 4,5 TriliunSEDANG2

KKD < 300 MilyarKKD  < 1,4 TriliunRENDAH3
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 JAMINAN KESEHATAN
 JAMINAN KECELAKAAN KERJA 
 JAMINAN KEMATIAN
 PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

BAGI PIMPINAN DPRD BAGI ANGGOTAN DPRD

• RUMAH NEGARA DAN PERLENGKAPANNYA 
• KENDARAAN PERORANGAN DINAS
• BELANJA RUMAH TANGGA.

• RUMAH NEGARA DAN PERLENGKAPANNYA
• TUNJANGAN TRANSPORTASI 

JAMINAN KESEHATAN

 Iuran kepada BPJS Kesehatan [termasuk suami/istri dan
anak]

 Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan
kesehatan di luar cakupan pelayanan yang diberikan oleh
BPJS Kesehatan

[Dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan
dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk suami/istri
dan anak]

Medical Check Up yang dilakukan di dalam negeri dimaksud dilakukan pada fasilitas kesehatan atau
rumah sakit, baik yang dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun swasta yang berada di
dalam negeri dan diutamakan dalam daerah bersangkutan yang diberikan dalam bentuk jasa layanan,
dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran
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PAKAIAN DINAS DAN 
ATRIBUT

 PSH : 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun
 PSR : 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun 
 PSL : 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun 
 PDH lengan panjang : 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) 

tahun
 Pakaian yang bercirikan khas daerah : 1 (satu) 

pasang dalam 1 (satu) tahun

mempertimbangkan prinsip :
 efisiensi
 efektifitas
 kepatutan 
Standar harga ditetapkan dengan Perkada

RUMAH NEGARA DAN 
PERLENGKAPANNYA
[BAGI PIMPINAN DPRD]

 Standar sesuai dengan per-UU-an
 Pemakaian sesuai dengan per-UU-an
 Pemeliharaan dan perlengkapannya dibebankan pada APBD
 Jika berhenti/berakhir masa bakti, wajib dikembalikan

dalam keadaan baik sejak tanggal penetapan
pemberhentian masa jabatan.

 Tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan
pemindahtanganan

 Rumah adalah bangunan yang dimiliki pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal
atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan

 Bangunan yang dimiliki Pemda merupakan barang milik daerah yang pengadaannya atas beban
APBD atau perolehan lainnya yang sah sesuai peraturan per-UU-an

 Pemda yang belum menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD,
supaya diprioritaskan penganggarannya dalam APBD
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 Penentuan besaran tunjangan perumahan sesuai dengan standar satuan harga
sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara tidak termasuk
perlengkapannya seperti meubelair, listrik, air, gas, telepon, dan sejenisnya

Memperhatikan :

• Prinsip efisiensi, efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran

• Standar luas bangunan dan lahan rumah negara yang ditetapkan dengan Perkada
sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an

 Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan apabila Pemda belum dapat
menyediakan rumah negara dan perlengkapannya

 PPh Pasal 21 terhadap tunjangan perumahan dibebankan kepada yang
bersangkutan [tidak dibebankan pada APBD]

 Besaran tunjangan perumahan tidak lebih besar dari harga sewa rumah yang berlaku umum untuk jenis rumah berdasarkan
standar fisik/konstruksi yang ditetapkan dengan mempertimbangkan standar fisik/konstruksi dan lokasi bangunan rumah
yang layak bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

 Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip kepatutan dan berjenjang,
yaitu :
• Tunjangan perumahan Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD
• Tunjangan perumahan Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan perumahan Ketua DPRD
• Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari tunjangan Pimpinan dan

Anggota DPRD Provinsi

STANDAR RUMAH JABATAN BAGI PIMPINAN DPRD 
DAN STANDAR RUMAH DINAS BAGI ANGGOTA DPRD

UKURAN MAKSIMAL
RUMAH JABATAN/DINAS UNTUK :NO.

Luas TanahLuas Bangunan

750 m2300 m2KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA1.

500 m2250 m2WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA2.

350 m2150 m2PEJABAT ESELON II/ANGGOTA DPRD3.

Permendagri 11/2007 ttg Perubahan Permendagri No. 7/2006 ttg Standarisasi Barang Daerah
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 KENDARAAN PERORANGAN DINAS [BAGI PIMPINAN DPRD]
 Standar sesuai dengan per-UU-an
 Pemakaian sesuai dengan per-UU-an
 Pemeliharaan dibebankan pada APBD
 Jika berhenti/berakhir masa bakti, wajib dikembalikan sejak tanggal penetapan pemberhentian masa

jabatan.
 Tidak dapat dipindahtangankan, Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk

kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan
daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD
 Dalam rangka efektifitas penggunaan barang milik daerah serta untuk

menjaga kehormatan dan menempatkan Pimpinan DPRD sesuai
kedudukannya sebagai Pimpinan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, maka
kendaraan dinas jabatan yang telah disediakan tetap digunakan dalam
rangka mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang
Pimpinan DPRD

 Tunjangan transportasi hanya dibayarkan kepada Pimpinan DPRD apabila Pemda belum dapat menyediakan kendaraan
perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD

 PPh Pasal 21 dibebankan kepada yang bersangkutan [tidak dibebankan pada APBD]

 Penentuan besaran tunjangan transportasi :
 Sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dimaksud untuk 1 (satu) bulan

[tidak menggunakan harga sewa kendaraan harian]
 Tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan dengan tetap memperhatikan prinsip

efisiensi, efektifltas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an
 Tidak lebih besar dari harga sewa kendaraan yang berlaku umum untuk jenis kendaraan berdasarkan standar yang

ditetapkan
 Ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

Besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan berdasarkan prinsip
kepatutan dan berjenjang, yaitu :
 Tunjangan transportasi Anggota DPRD tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Wakil Ketua

DPRD,
 Tunjangan transportasi Wakil Ketua DPRD tidak lebih besar dari tunjangan transportasi Ketua DPRD
 Tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak lebih besar dari

tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi
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STANDAR KENDARAN DINAS BAGI PIMPINAN DPRD STANDAR KENDARAN DINAS BAGI PIMPINAN DPRD 
Maksimal Isi 

Silinder
Jenis KendaraanJumlahKENDARAAN DINAS UNTUK :NO.

2.500 ccSedan/Minibus1 [satu]KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA1.

2.200 ccSedan/Minibus1 [satu]WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA2.

 Bensin 2.000 cc
 Solar 2.500 cc

Sedan/Minibus1 [satu]
PEJABAT ESELON II 
[UTK ANGGOTA DPRD (????) TIDAK DIATUR]

3.

Permendagri 11/2007 ttg Perubahan Permendagri No. 7/2006 ttg Standarisasi Barang Daerah

 Penghitungan besaran tunjangan transportasi Pimpinan DPRD didasarkan atas standar kendaraan
perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sesuai peraturan pe-UU-an yang mengatur standarisasi sarana
dan prasarana kerja pemerintahan daerah

 Standar kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD tidak lebih tinggi dari standar kendaraan dinas
jabatan Wakil Ketua DPRD

BELANJA RUMAH TANGGA
[BAGI PIMPINAN DPRD]

 Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang
Pimpinan DPRD

 Memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah

 Kebutuhan minimal rumah tangga dianggarkan dalam program dan
kegiatan sekretariat DPRD

 Standar kebutuhan minimal rumah tangga diatur dalam Perkada

 Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara
dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

 Belanja Rumah Tangga :

efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kebutuhan nyata

 Belanja Rumah Tangga :

 Disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD yang
digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD, seperti kebutuhan makan
minum sehari-hari

 Penganggarannya dalam bentuk kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD, sehingga penyediaannya tidak
diberikan dalam bentuk uang kepada Pimpinan DPRD

 Penyediaan kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD tersebut memperhatikan prinsip efisiensi,
efektifitas, rasionalitas, kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kebutuhan nyata
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Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa
pengabdian

UANG JASA PENGABDIANMASA BAKTI

1 [SATU] BULAN UANG REPRESENTASI
KURANG DARI ATAU 

S/D 1 TH

2 [DUA] BULAN UANG REPRESENTASIS/D 2 TH 

3 [TIGA] BULAN UANG REPRESENTASIS/D 3 TH 

4 [EMPAT] BULAN UANG REPRESENTASIS/D 4 TH 

5 [LIMA] BULAN ATAU PALING BANYAK 6 [ENAM] BULAN UANG REPRESENTASI S/D 5 TH 

 Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian diberikan kepada ahli waris

 Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

 Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian

Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan
wewenang DPRD, berupa :
 PROGRAM, yang terdiri atas:

 penyelenggaraan rapat
 kunjungan kerja
 pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda
 peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD
 koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan
 program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD

 Dana operasional Pimpinan DPRD
 Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
 Penyediaan tenaga ahli fraksi
 Belanja sekretariat fraksi
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 Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD
untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan
kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari

 Yang dimaksud dengan :

• “representasi” antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan
menyosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD

• “pelayanan” antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil
ketua DPRD

• “kebutuhan lain” antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah,
melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru
bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental

BERDASARKAN KRITERIA KEMAMPUAN KEAUNGAN DAERAH
PIMPINAN DPRD

RENDAHSEDANGTINGGI

2  X  Uang Repr. Ketua 
DPRD

[paling banyak]

4  X Uang Repr. Ketua 
DPRD

[paling banyak]

6 X  Uang Repr.
Ketua DPRD

[paling banyak]
KETUA DPRD

1,5  X  Uang Repr. 
Wakil Ketua

[paling banyak]

2,5  X  Uang Repr. Wakil 
Ketua

[paling banyak]

4  X  Uang Repr.
Wakil Ketua

[paling banyak]
WAKIL KETUA DPRD

 Pemberian dana operasional dilakukan setiap bulan
dengan ketentuan:

• 80% (delapan puluh persen) diberikan secara
sekaligus untuk semua biaya atau disebut
lumpsum

• 20% (dua puluh persen) diberikan untuk
dukungan dana operasional lainnya

DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

 Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah
pelaksanaan sesuai ketentuan pemberian tidak
digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran,
sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening
kas umum daerah paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran berkenaan

 Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan
untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau
golongan, dan penggunaannya harus
memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi,
dan akuntabilitas
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 Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang
mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan
wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul
anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat
kelengkapan DPRD

PEMBENTUKAN KELOMPOK PAKAR 
ATAU TIM AHLI ALAT KELENGKAPAN DEWAN

 Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris
DPRD sesuai dengan kebutuhan dan jumlah yang ditentukan.

 Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran
sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang
hari atau orang bulan

 Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam
Perkada dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

 Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

 Tenaga ahli fraksi merupakan tenaga ahli
yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap
fraksi dan mempunyai kemampuan dalam
disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas
fraksi serta diberikan kompensasi dengan
memperhatikan standar keahlian, prinsip
efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah

 Tenaga ahli fraksi ditetapkan dengan
keputusan sekretaris DPRD

 Ketentuan mengenai besaran kompensasi
tenaga ahli fraksi diatur dalam Perkada
dengan memperhatikan standar keahlian
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

 Pengadaan tenaga ahli fraksi dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan

TENAGA AHLI ALAT FRAKSI

 Belanja sekretariat fraksi dibiayai dari anggaran
sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan
DPRD dan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah

 Belanja sekretariat fraksi terdiri atas
penyediaan sarana dan anggaran, yaitu :
• Penyediaan sarana meliputi ruang kerja

pada sekretariat DPRD dan kelengkapan
kantor sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan tidak termasuk
sarana mobilitas

• Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan
kebutuhan belanja alat tulis kantor dan
makan minum rapat fraksi yang
diselenggarakan di lingkungan kantor
sekretariat DPRD dengan memperhatikan
prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan

BELANJA SEKRETARIAT FRAKSI
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KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Republik Indonesia

KEBIJAKAN DANA TRANSFER

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DALAM RPJPN TAHUN 2025-2045

Sumber: RPJPN 2025-2045 Lingkup Pembangunan Daerah

Penguatan fondasi keuangan 

daerah melalui intensifikasi 

PDRD dan peningkatan 

kualitas belanja, akses 

pemanfaatan pendanaan 

alternatif, serta tata kelola dan 

transparansi keuangan daerah.

Penataan keuangan daerah diarahkan

untuk mewujudkan pembangunan yang

efektif dan efisien dengan:

1.Intensifikasi pendapatan PDRD (pajak

daerah dan retribusi daerah)

2.Peningkatan peran aktor

pembangunan (nonpemerintah)

dalam kerja sama pendanaan dan

investasi daerah

3.Peningkatan kualitas belanja daerah

yang difokuskan pada pemanfaatan

Transfer ke Daerah dalam memenuhi:

• penyediaan pelayanan dasar;

• mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah yang berbasis sektor

unggulan, serta;

• optimalisasi APBD sebagai stimulan

untuk mendorong pemanfaatan

sumber pembiayaan alternatif

2
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3

Pembangunan Daerah sebagai bagian dari Pembangunan Nasional melalui

instrumen desentralisasi fiskal

4

KEBIJAKAN RAPBN TAHUN 2026 
Menjadi Jangkar Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan

4
Sumber: Kementerian Keuangan 
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INSENTIF FISKAL

KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH

Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara

yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

mengacu pada rencana

pembangunan jangka menengah

nasional dan peraturan

perundang-undangan terkait;

selaras dengan rencana kerja

Pemerintah Pusat; dan

dituangkan dalam nota keuangan

dan rancangan APBN tahun

anggaran berikutnya.

Rumusan Kebijakan TKD:

1

2

3

JENIS TKD

DANA BAGI HASIL (DBH)1

DANA ALOKASI UMUM (DAU)2

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)3

DANA OTONOMI KHUSUS4

DANA KEISTIMEWAAN5

DANA DESA6

Pemerintah dapat

memberikan insentif

fiskal kepada Daerah 

atas pencapaian

kinerja berdasarkan

kriteria tertentu.

Pengelolaan Transfer Ke Daerah (TKD) untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong perbaikan
kualitas belanja yang efisien, efektif, produktif melalui TKD yang berbasis kinerja

5

DANA BAGI HASIL

PENGERTIAN

adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang

dibagikan kepada Daerah penghasil, dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah,
serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan
pemerataan dalam satuwilayah.

Memperhatikan kinerja dukungan penerimaan negara dan
pemulihan ekonomi;

Penggunaan sesuai prioritas daerah dan diarahkan sebagiannya
(misalnya: JKN, reboisasi, CHT, dsb);

Pengalokasian berdasarkan realisasi T-1;

Dialokasikan kepada:
 daerah penghasil;
 daerah pengolah, dan
 Daerah non penghasil yang berbatasan langsung dengan

daerah penghasil;

JENIS DBH

P
E

N
G

E
LO

LA
A

N

√

√

√

√

PAJAK SDA

PBB

PPh

CHT

KEHUTANAN

MINERBA

MIGAS

PANAS BUMI

PERIKANAN

PERKEBUNAN SAWIT

DBH LAINNYA

6
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ALOKASI DBH BERDASARKAN UU NO. 1/2022

7

DANA BAGI HASIL

KLASIFIKASI DBH BERDASARKAN KETENTUAN PENGGUNGGUNAANYA

DBH BLOCK GRANT DBH EARMARKED

PBB

PPh

CHT

KEHUTANAN (IIPUH-PSDH)

MINERBA

MIGAS

PANAS BUMI

DBH SAWIT

KEHUTANAN (DR)

DBH BLOCK GRANT diserahkan sesuai

dengan kewenangan dan prioritas daerah

DBH EARMARKED ditentukan

diarahkan penggunaannya

sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-

undangan.

Pemerintah Dearah

Wajib, menyusun RKP

(Rencana Kerja dan

Penganggaran) DBH

Earmarked, dibahas dan

disetujui bersama K/L

terkait. Selanjutnya, RKP

menjadi dasar penggaran

& pelaksanaan DBH

Earmarked dalam APBD.

8
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DBH CHT

DBH PBB

DBH PAJAK

DBH Pajak Penghasilan (PPh)

DBH PPh ditetapkan sebesar 20%,

yang dibagikan:

a. 7,5% kepada provinsi yang

bersangkutan ;

b. 8,9% kepada kabupaten/ kota

penghasil atau kabupaten/kota

tempat wajib pajak terdaftar;

dan

c. 3,6% kabupaten/kota lainnya

dalam provinsi yang

bersangkutan.

20%

Kabupaten/ kota penghasil adalah

kabupaten/kota tempat wajib 

pajak terdaftar.

100%

dibagikan:

a. 16,2% kepada provinsi yang

bersangkutan;

b. 73,8% kepada kabupaten/ kota

penghasil atau kabupaten/kota tempat

wajib pajak terdaftar; dan

c. 10% kepada kabupaten/kota lainnya

dalam provinsi yang bersangkutan.

ditetapkan sebesar 100% (seratus persen)

untuk Daerah, termasuk untuk biaya 

operasional pemungutan.

3%

ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari

penerimaan cukai hasil tembakau dalam

negeri.

dibagikan:

a. 0,8% provinsi yang bersangkutan;

b. 1,2% kabupaten/ kota penghasil atau

kabupaten/kota tempat wajib pajak

terdaftar; dan

c. 1% kabupaten/kota lainnya dalam

provinsi yang bersangkutan.

Penggunaan DBH CHT

1. peningkatan kualitas bahan baku;

2. pembinaan industri;

3. pembinaan lingkungan sosial;

4. sosialisasi ketentuan di bidang cukai;

5. pemberantasan barang kena cukai 

ilegal; dan/atau

6. kegiatan lainnya.

Pasal 112 ayat (2) UU 1/2022

Pasal 113 ayat (2) UU 1/2022

Pasal 114 ayat (2) UU 1/2022

9

 Pagu DAU (Pasal 27)

 Ditetapkan 26% dari PDN Netto

 Formula alokasi (Pasal 27 dan 28)

 DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal (KbF-KpF)

 Alokasi Dasar = Jumlah Gaji PNSD

 Kebutuhan Fiskal (KbF) = Jumlah Penduduk, Luas

Wilayah, IPM, IKK dan PDRB

 KapasitasFiskal (KpF) = Realisasi PAD + Realisasi DBH

 Penggunaan

BlockGrant (tidak ditentukan penggunaannya)

KEBIJAKAN DANA ALOKASI UMUM
Perbandingan Pengaturan

 Pagu DAU (Pasal 120)

 Disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan  

penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memenuhi  

SPM layanan dasar publik daerah (i.e: Pendidikan,  

Kesehatan, Infrastruktur), dengan tetap  

mempertimbangkan kemampuan keuangan negara

 Formula Alokasi (Pasal 121 – 122)

o DAU = Celah Fiskal (KbF - Potensi Pendapatan Daerah)

o KbF = Unit cost per layanan x target layanan x faktor

penyesuaian

o Potensi Pendapatan = Potensi PAD + Realisasi DBH

o Faktor penyesuaian memperhitungkan karakteristik wilayah

seperti daerah kepulauan, pariwisata, pertanian dan  

perikanan yang mendukung ketahanan pangan

 Penggunaan (Pasal 126)

o Penggunaan DAU disesuaikan dengan kinerja daerah  

dalam pencapaian SPM

o Earmarking sebagian untuk pendanaan kelurahan

UU 33/2004 UU HKPD

 Ukuran kebutuhan lebih presisi dengan hitung unit cost per layanan

 Penggunaan DAU berdasar kinerja daerah, agar lebih terarah dan mengapresiasi kinerja

10

Kementerian Dalam Negeri

Republik Indonesia
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DANA ALOKASI UMUM

Defenisi

DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan

dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan

keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

Penetapan Pagu DAU Nasional

Pagu nasional DAU ditetapkan dengan

mempertimbangkan:

a. Kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah;

b. kemampuan Keuangan Negara;

c. pagu TKD secara keseluruhan; dan

d. target pembangunan nasional.

Pengalokasian DAU

1. DAU untuk tiap-tiap Daerah dialokasikan untuk provinsi dan

kab/kota, berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun

anggaran;

2. Celah fiskal dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan

fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah;

3. Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan

Daerah dalam rangka penyetenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah;

4. Potensi pendapatan Daerah merupakan penjumlahan dari

potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK nonfisik.

Data untuk menghitung kebutuhan fiskal Daerah dan potensi

pendapatan Daerah diperoleh dari lembaga Pemerintah yang

berwenang menerbitkan data sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Proporsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan Daerah kab/kota dibagi menjadi beberapa kelompok
berdasarkan karakteristik kewilayahan seperti letak geografis dan perekonomian Daerah, dengan
mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah antara provinsi dan kab/kota.

1

1

13

Perhitungan DAU

DAU = Celah Fiskal (CF)

Celah Fiskal (CF) Potensi Pendapatan 

Daerah-Kebutuhan Fiskal=

[∑ (UC i × target layanan i) × faktor penyesuaian] + 

kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan

α1 Potensi PAD + α2 alokasi 

DBH + α3 alokasi DAK Nonfisik

Satuan Biaya (UC)

Rerata 3 tahun Belanja

Daerah sektor tertentu

dibagi dengan rerata 3 

tahun target layanan

per masing-masing

kelompok

kebutuhan pendanaan daerah dihitung berdasarkan perkiraan satuan biaya dikalikan dengan jumlah unit target

layanan untuk tiap urusan dan dikalikan dengan faktor penyesuaian serta mempertimbangkan kebutuhan dasar

penyelenggaraan pemerintahan.

Target LayananBidang

Jumlah siswa sesuai kewenangan 

Prov. dan Kab./Kota

Pendidikan

Jumlah PendudukKesehatan

Panjang jalan sesuai kewenangan 

Prov. dan Kab./Kota

Pekerjaan

Umum

Jumlah PendudukLayanan 

Umum

X X

Faktor Penyesuaian

1. luas wilayah;

2. variabel karakteristik

wilayah (daerah kepulauan,

pariwisata, konservasi

hutan, pertanian,

perikanan);

3. Indeks kemahalan

konstruksi;

4. kepadatan penduduk; dan

5. indikator lainnya dengan

bobot tertentu.

+ Paling sedikit

memperhatikan

Jumlah gaji ASN 

Daerah

Kebutuhan Dasar 

Penyelenggaran

Pemerintahan

-

12
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213

DATA DASAR DAU TA 2025

Kebutuhan

Fiskal

Realisasi Belanja per Urusan Kemenkeu2021 sd. 2023*

Jumlah Siswa Kemendikbud2021 sd. 2023*

Jumlah Penduduk Kemendagri2022 sd. 2024

Panjang Jalan Kemen PUPR2021 sd. 2023*

Kebutuhan

Dasar

Pemerintahan

Belanja Pegawai Kemenkeu2024

Formasi Calon ASND KemenPANRB2024

Luas Laut BIG2023*

IKK BPS2024

Densitas Kemendagri2024

Ind ganIndeks Daerah  Ketahanan Pangan Kementan & Kemen KP2024

Indeks Daerah Tutupan Hutan Kemen LHK2023*

Indeks Daerah Pariwisata Kemenparekraf2024

Faktor

Penyesuaian

Potensi

Pendapatan

Potensi PAD Kemenkeu2024

DBH Kemenkeu2024

DAK Nonfisik Kemenkeu2024

14
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Penggunaan DAU

Bagian DAU Tidak
Ditentukan
Penggunaannya.

Bagian DAU

Ditentukan
Penggunaannya.

Diserahkan sesuai kewenangan

dan prioritas Daerah.

Disesuaikan dengan

program/kegiatan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah

Alokasi

DAU

1. BIDANG PENDIDIKAN digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka
peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan.

2. BIDANG KESEHATAN
digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka
peningkatan kualitas layanan dasar bidang kesehatan.

3. BIDANG PEKERJAAN 

UMUM

digunakan untuk kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam
rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang
Pekerjaan Umum.

4. KELURAHAN

Dukungan pendanaan kelurahan digunakan untuk memberi

dukungan pendanaan kepada Kepala Daerah kabupaten/kota

dalam memenuhi penganggaran bagi kelurahan, sesuai juknis dari

Kemendagri.

5. PPPK
Dukungan penggajian formasi PPPK digunakan untuk
pembayaran gaji pokok dan tunjangan melekat formasi PPPK.

15

DAK Fisik

DANA ALOKASI KHUSUS

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai

program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu

operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.

adalah bagian dari TKD yang 

dialokasikan untuk

mendukung

pembangunan/pengadaan

sarana dan prasarana layanan

publik daerah dalam rangka

mencapai prioritas nasional, 

mempercepat pembangunan

daerah, mengurangi

kesenjangan layanan publik, 

dan/atau mendorong

pertumbuhanperekonomian

daerah.

DAK Nonfisik

adalah DAK yang 

dialokasikan

untuk membantu

operasionalisasi

layanan publik

daerah yang 

penggunaannya

telah ditentukan

oleh pemerintah

pusat.

DAK Non Fisik Hibah kepada Daerah

 digunakan untuk mendukung pembangunan

fisik dan/atau layanan publik di Daerah

tertentu yang didasarkan pada perjanjian

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah.

 bersumber dari:

penerimaan dalam negeri;

pinjaman luar negeri; dan/atau

hibah luar negeri.

 diberikan dalam bentuk uang.

 Kementerian/lembaga dapat memberikan hibah

kepada Daerah dalam bentuk selain uang;

 Hibah dalam bentuk selain uang dicatat sebagai

pendapatan transfer pada laporan keuangan

Pemerintah Daerah.

1 2 3

16
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DANA DESA

Dana Desa adalah 

bagian dari TKD 

yang diperuntukkan 

bagi desa dengan 

tujuan untuk 

mendukung 

pendanaan 

penyelenggaraan 

pemerintahan, 

pelaksanaan 

pembangunan, 

pemberdayaan 

masyarakat, dan 

kemasyarakatan.

PengalokasianPerencanaan & Penganggaran

1. Menkeu menghitung indikasi 

kebutuhan Dana Desa;

2. Penghitungan indikasi kebutuhan 

Dana Desa memperhatikan:

a. kebutuhan Desa yang menjadi

kewenangan Desa;

b. prioritas nasional;

c. hasil pengalihan belanja

kementerian/lembaga yang

masih mendanai kewenangan

Desa; dan/atau
d. kemampuan Keuangan

Negara.

pagu

indikasi

3. Menkeu menetapkan

indikatif berdasarkan

kebutuhan Dana Desa

pagu1. Berdasarkan indikatif Dana Desa

Menkeu melakukan penghitungan rincian 

Dana Desa:

a. setiap Desa; dan

b. setiap kabupaten/kota.

1. Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan

dengan mempertimbangkan pemerataan

dan keadilan yang dihitung berdasarkan:

a. kinerja Desa;

b. jumlah Desa;

c. jumlah penduduk;

d. angka kemiskinan;

e. luas wilayah; dan

f. tingkat kesulitan geografis.

3. Rincian Dana Desa setiap kabupaten/kota

dihitung berdasarkan penjumlahan Dana

Desa setiap Desa di wilayah kabupaten/kota.

4. Penghitungan rincian Dana Desa dilakukan 

secara:

a. sekaligus; atau

b. bertahap.

1

7

19
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19

INSENTIF FISKAL

Menteri sebagai bendahara umum negara dapat

memberikan insentif fiskal atas pencapaian

kinerja Daerah berdasarkan kriteria tertentu.

Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau

pencapaian kinerja Pemerintahan Daerah.

Perbaikan dan/atau pencapaian kinerja

Pemerintahan Daerah antara lain pengelolaan

Keuangan Daerah, pelayanan umum

pemerintahan, dan pelayanan dasar.

Kriteria tertentu merupakan kriteria yang

mendukung kebijakan strategis nasional

dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.

Pemberian insentif fiskal dapat berupa alokasi

dana atau fasilitas tertentu.

Pemberian insentif fiskal berdasarkan

mekanisme penilaian dengan menerapkan

prinsip transparansi, akuntabilitas, kesetaraan

dan efisiensi serta memperhatikan kemampuan

Keuangan Negara.

Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif fiskal diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi

dengan kementerian/ lembaga terkait.

(PP No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah) 

20

RAPBN TAHUN 2026 BEKERJA KERAS MEMBANGUN BANGSA
Kebijakan Fiskal Ekspansif, Terarah dan Terukur: Desifit 2,48% PDB

20
Sumber: Kementerian Keuangan 
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Defisit (2,68%)

terhadap PDB

21

ALOKASITKD 

Rp919,9 triliun
TA 2025

(sebelum efisiensi)

Rp869,31 triliun
TA 2025 

(setelah efisiensi)

Rp693 triliunTA 2026
Penambahan Rp43 triliun – semula Rp650 triliunPenambahan Rp43 triliun – semula Rp650 triliun

23

22
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• Alasan pemotongan TKD karena banyak 

penyelewengan atau ketidaksesuaian 

belanja di daerah. Hal itu yang membuat

pemerintah pusat ingin penggunaan anggaran

di daerah dioptimalkan agar lebih efektif dan

bersih.

• Meski anggaran TKD turun, program

pemerintah pusat yang manfaatnya dirasakan

daerah naik signifikan.

• Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) 2026, TKD sudah ditambah dari

sebelumnya Rp 650 triliun menjadi Rp 693 

triliun, meski lebih rendah dari alokasi 2025

yang mencapai Rp 919,9 triliun.

• Pemerintah Pusat akan melihat serapan belanja

daerah di kuartal I-II 2026. Jika serapan dan

ekonomi berjalan baik, tidak menutup

kemungkinan anggaran TKD akan ditambah.

23

PERKEMBANGANALOKASI TKD

762.5
785.7

816.2

881.4
854.0

919.9
883.2

TA 2025*)

-6.2%

3.0%
3.9%

8.0% 7.7%

dalam triliun rupiah

TA 2020 TA 2021 TA 2022

Alokasi Transfer Ke Daerah

TA 2023 TA 2024 TA 2025

Pertumbuhan (%)

Anggaran Transfer ke Daerah

(TKD) selama periode tahun

2020-2024 mengalami fluktuasi,

dengan pertumbuhan rata-rata

sebesar 2,57 persen, yaitu dari

sebesar Rp762,5 triliun pada

tahun 2020 menjadi sebesar

Rp883,3 miliar pada pada tahun

2025 pasca efisiensi APBN;

Kebijakan TKD tahun 2025

diarahkan untuk mendorong

belanja daerah yang efektif

dan efisien untuk akselerasi

pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan di daerah.

*) Efisiensi/KMK 29/2025
26
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triliun rupiahTRENALOKASITKD

TA
2025*)TA 2025TA 2024TA 2023TA 2022TA 2021TA 2020Uraian

192,28192,28143,10205,67168,41117,1693,911. Dana Bagi Hasil

430,95446,63427,68398,03378,00377,79381,612. Dana Alokasi Umum

166,71185,24184,82181,36173,16184,64176,583. Dana Alokasi Khusus

18,6436,9550,9950,3354,7857,0750,18a. Dana Alokasi Khusus Fisik

146,68146,68132,69128,08118,38127,57126,40b. Dana Alokasi Khusus Nonfisik

1,611,611,132,94000c. Hibah kepada Daerah

17,0017,5218,2717,2420,4419,4819,564. Dana Otonomi Khusus & DTI

1,001,201,421,371,321,321,32
5. Dana Keistimewaan D.I. 

Yogyakarta

69,0071,0070,8669,8667,9171,8571,106. Dana Desa

4,006,007,847,916,9913,4618,467. Dana Insentif Fiskal

883,23919,87853,99881,43816,23785,71762,53JUMLAH

*) Efisiensi/KMK 29/2025

27

RK1

26

ALOKASI

TRANSFER KE 

DAERAH & DANA 

DESA

PROV/KAB/KOTA 

SE-INDONESIA

TA 2025-2026
(triliun rupiah)

TA 2025 TA 2026
BERTAMBAH/

(BERKURANG)
(%)

1 DBH 159,86 58,52 -101,35 -63,4%

2 DAU 430,96 400,02 -30,94 -7,2%

3 DAK FISIK 18,65 5,00 -13,65 -73,2%

4 DAK NON FISIK 146,46 149,34 2,88 2,0%

5 HIBAH 1,61 2,75 1,14 70,7%

5 OTSUS 14,01 13,00 -1,01 -7,2%

6 DTI 3,00 1,00 -2,00 -66,7%

7 DAIS 1,00 1,00 0,00 0,0%

8 DANA DESA 69,00 59,57 -9,43 -13,7%

775,54 630,62 -144,92 -18,7%

844,54 690,19 -154,35 -18,3%

9
DANA DESA TA 

BERJALAN 0,00
1,00

10 IF TA BERJALAN 0,00 1,80

844,54 692,99 -151,55 -17,9%

DANA DESA

TOTAL TKD

TOTAL TKDD

TOTAL TKDD

NO URAIAN

JUMLAH

TKD



Slide 25

RK1 Rino Rio Kent; 09/11/2025
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BELANJA PEMERINTAH PUSAT (K/L) TA 2026 

Manfaat yang diterima langsung masyarakat Rp1.376,9 T

27Sumber: Kementerian Keuangan 

Peraturan Menteri Sosial 
Nomor 9 Tahun 2018

tentang Standar Teknis

Pelayanan Dasar Pada

Standar Pelayanan

Minimal Bidang Sosial di

Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Nomor Nomor 13 Tahun

2023 tentang Standar Teknis SPM Bidang

Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat

Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 6

Tahun 2024 tentang

Standar Teknis

Pemenuhan Standar

Pelayanan Minimal

Kesehatan

menyelenggarakan

urusan dibidang

pendidikan mengenai

evaluasi sistem
pendidikan oleh

pemerintah pusat dan

pemerintah daerah

terhadap pendidikan

anak usia dini,

pendidikan dasar, dan

pendidikan menengah

Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan

SPM , pemerintah daerah dalam APBD TA 2026 wajib  mengalokasikan anggaran  untuk  pemenuhan  SPM
secara memadai dengan memedomani antara lain:

•  Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 101 Tahun 2018 tentang                           

Standar Teknis Pelayanan Dasar

pada Standar Pelayanan Minimal

bidang Urusan Bencana Daerah

Kabupaten/Kota;

•  Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 114 Tahun 2018 tentang

Standar Teknis Pelayanan Dasar

Pada Standar Pelayanan Minimal Sub
Urusan Kebakaran Daerah

Kabupaten/Kota;

•  Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 121 Tahun 2018 tentang

Standar Teknis Mutu Pelayanan

Dasar bidang Urusan Ketenteraman

dan Ketertiban Umum di Provinsi dan

Kabupaten/Kota. 41

DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2026

KEBIJAKAN PENYUSUNAN

Urusan Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang

32

Urusan
Ketenteraman dan
Ketertiban serta
Perlindungan
Masyarakat

Urusan Perumahan
Rakyat dan
Kawasan
Permukiman

DITJEN KEUDA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Ditjen Bina Keuangan Daerah

Urusan
Pendidikan

Urusan
Kesehatan

Urusan
Sosial

keuda.kemendagri.go.id
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ProgramPrioritas
yang    tercantum dalam RPJMN 2025-2029    antara lain guna mewujudkan

swasembada pangan, energi dan air, pemerintah daerah untuk:

MENYEDIAKAN DUKUNGAN LAHAN SIAP BANGUN, AREA KERJA, DAN AKSES JALAN

dalam rangka pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan

jaringan irigasi; 38

MELAKSANAKAN PENGUATAN KAPASITAS

kelembagaan   pengelolaan    irigasi    dan   pemberdayaan    sumber  daya   manusia    sesuai    dengan

kewenangannya;

MELAKSANAKAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN

jaringan irigasi yang telah diserahterimakan dari Kementerian Pekerjaan Umum dalam bentuk hibah hasil
kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasidan pemeliharaanjaringan irigasi.

MENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN DAN KELENGKAPAN PERIZINAN

sesuai dengan kewenangannya untuk kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan
pemeliharaanjaringan irigasi;

MENYEDIAKAN DUKUNGAN PROGRAM DAN ANGGARAN

dalam rangka menyiapkan dokumen kesiapan pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi,
serta operasidan pemeliharaanjaringan irigasi;

MENERIMA HASIL KEGIATAN
percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi guna mendukung
swasembada pangandari Kementerian Pekerjaan Umum;

Kebijakan Swasembada Pangan

DALAM APBD TAHUN ANGGARAN 2026

KEBIJAKAN PENYUSUNANDITJEN KEUDA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Ditjen Bina Keuangan Daerahkeuda.kemendagri.go.id

45

TERIMA KASIH

30
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PERAN DPRD DALAM 
MENDORONG POTENSI DAN 
TARGET PAJAK DAERAH DAN 
RETRIBUSI DAERAH 

KOTA SEMARANG
Oleh :

Y. Setyohadi Pratomo
didik_vani@yahoo.co.id

08156500853

Sabtu, 20 Juni 2026

Kota Semarang
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03

Penutup04
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Pendahuluan

PENGANTAR

Di Tahun 2026 banyak Kabupaten/Kota 

mengalami penurunan pendapatan terutama

dari pos pendapatan transfer.

Total APBD 

Kota 

Semarang 

Tahun 2025

Rp 6.494.761.394.136 (sekitar Rp6,49 Triliun) 

Total APBD 

Kota 

Semarang 

Tahun 2026

Rp5.860.173.199.499,00 (sekitar Rp. 5, 86 Triliun)

Terdapat penurunan sebesar sekitar

Rp. 634.588.194.637,00 (Sekitar Rp. 

634,59 milyar)
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PENGANTAR

Di Tahun 2023 – 2025 Target PDRD tidak

tercapai. 

2026202520242023Uraian

Target Rp 

3.280.490.000.000,00

Target 

Rp. 

3.090.722.250.000,00 

Realisasi

Rp. 2,64 trilliun

(85,44%)

Target 

Rp. 2.389.028.620.494,00

Realisasi

Rp. 2.196.946.311.555,00

(91,96%)

Target 

Rp. 

Rp2.200.262.872.393,00 
Realisasi

Rp. 2.132,818.531.293,00

(96,93%)

Pajak Daerah

Target Rp. 

755.309.349.267,00

Target 

Rp. 

695.371.570.256,00 

Realisasi

Rp. 556,22 milyar

(79,99%)

Target 

Rp. 666.899.665.632,00

Realisasi

Rp. 539.634.310.123,00

(80,92%)

Target 

Rp. 2.389.028.620.494,00

Realisasi

Rp. 128.708.007.029,00

(91,96%)

Retribusi

Daerah

PENGANTAR

Kondisi APBD Tahun Anggaran 2026, mendorong Pemerintah Kota 
Semarang untuk menyusun strategi untuk peningkatan pendapatan 
Asli Daerah terutama dari Pos Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1

Salah satunya adalah meningkatkan Peran DPRD dalam
Mendorong potensi dan pencapaian target PAD dari Pos Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah

1
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DASAR HUKUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 

PP No. 35 Tahun 2023
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah
(Ditetapkan tanggal 16 Juni 2023)

“Sebagai Dasar Hukum Pemda dalam Pengenaan Pajak ” maka disusun

PERDA dan PERKADA

UU No. 1 Tahun 2022
Tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah 
(Ditetapkan tanggal 05 Januari 2022)

UU No. 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah 
(Ditetapkan tanggal 15 September 2009)

Dicabut Dimuat dalam

7

Peraturan Pelaksanaan

Analisis Potensi PDRD Kota Semarang
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Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: 

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah Pajak atas bumi dan/atau

bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah Pajak atas perolehan hak atas

tanah dan/atau Bangunan.

3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas

konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

4. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

5. Pajak Air Tanah (PAT) adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan MBLB) adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral 

bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang

burung walet.

8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) adalah Opsen yang dikenakan oleh 

kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) adalah Opsen yang dikenakan oleh 

kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Jenis Pajak Berdasarkan UU 1 Tahun 2022 tentang HKPD

A. Pendapatan Asli Daerah: 1. Pajak Daerah 

Undang-undang Nomor 28 Tahun

2009 Tentang Pajak Daerah Dan 

Retribusi Daerah

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Pusat Dan 

Daerah (HKPD)

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri

atas: 

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan;

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan; dan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan

Pajak dipungut pemerintah kab/kota terdiri atas: 

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB-P2) 

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) 

3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

4. Pajak Reklame

5. Pajak Air Tanah (PAT) 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan MBLB) 

7. Pajak Sarang Burung Walet

8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) 

9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(Opsen BBNKB)
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Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis Retribusi terdiri atas: 

1. Retribusi Jasa Umum

a. Pelayanan kesehatan; 

b. pelayanan kebersihan;

c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; 

d. pelayanan pasar; dan 

e. pengendalian lalu lintas.

Jenis Retribusi Berdasarkan UU 1 Tahun 2022 tentang HKPD

A. Pendapatan Asli Daerah: 2. Retribusi Daerah 

Jenis Retribusi Daerah yang Dipungut Kabupaten/Kota 

2. Retribusi Jasa Usaha

a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan

usaha lainnya; 

b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas

lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; 

c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; 

d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; 

e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; 

f. pelayanan jasa kepelabuhanan; 

g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; 

h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; 

i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan 

j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi

organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah

status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis Retribusi Berdasarkan UU 1 Tahun 2022 tentang HKPD

A. Pendapatan Asli Daerah: 2. Retribusi Daerah 
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3. Retribusi Perizinan Tertentu.

a. persetujuan bangunan gedung; 

b. penggunaan tenaga kerja asing; dan 

c. pengelolaan pertambangan rakyat.

Jenis Retribusi Berdasarkan UU 1 Tahun 2022 tentang HKPD

A. Pendapatan Asli Daerah: 2. Retribusi Daerah 

• Fokus Pendapatan Pajak:

• Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).

• Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

• Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti makanan, 

perhotelan, dan hiburan.

• Pajak Reklame.

• Strategi Anggaran DPRD: Mendorong target pencapaian tetap

tinggi melalui pemberian stimulus fiskal (diskon pajak) daripada

menaikkan beban masyarakat.

Menggali Potensi Pajak

Target Utama Pajak Daerah Kota Semarang 2026
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• Sektor Potensial Kota Semarang:
Retribusi Parkir: Penataan ulang parkir tepi jalan umum

untuk mencegah kebocoran.
Retribusi Pasar: Digitalisasi pungutan di pasar-pasar 

tradisional.
Sektor Pariwisata & Aset Daerah: Optimalisasi

pemanfaatan lahan/gedung milik daerah dan retribusi tempat
wisata seperti Kota Lama.

• Rekomendasi DPRD: Menekankan agar Pemerintah Kota tidak
hanya bergantung pada pajak, tetapi juga memaksimalkan
retribusi.

Menggali Potensi Retribusi Daerah

Target Utama Retribusi Daerah Kota Semarang 2026

BAGI HASIL PAJAK PROVINSI                               SKEMA OPSEN

Hasil penerimaan Pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi

kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada

kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);

b. Bagian kabupaten/kota ditetapkan dengan

memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi

antarkabupaten/kota; dan

c. Ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Provinsi.

 Opsen dikenakan atas Pajak terutang dari:

a. PKB;

b. BBNKB; dan

c. Pajak MBLB.

 Tarif Opsen ditetapkan sebagai berikut:

a. Opsen PKB sebesar 66% (enam puluh enam persen);

b. Opsen BBNKB sebesar 66% (enam puluh enam

persen); dan

c. Opsen Pajak MBLB sebesar 25% (dua puluh lima

persen), dihitung dari besaran Pajak terutang.

 Besaran tarif Opsen ditetapkan dengan Perda.

 Opsen dipungut secara bersamaan dengan Pajak yang

dikenakan Opsen.

 Opsen PKB dan Opsen BBNKB bertujuan untuk shifting

skema bagi hasil menjadi opsen agar terwujud kepastian

penerimaan, ketepatan waktu dan jumlah penerimaan PKB

dan BBNKB bagian kab/kota oleh provinsi dengan cara

men-split pembayaran PKB dan BBNKB oleh WP ke masing-

masing RKUD provinsi dan kab/kota melalui bank system.

@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri 16
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SIMULASI PENERIMAAN BAGI HASIL PKB DAN OPSEN PKB

Tarif PKB : 2%

Pembayaran PKB yang dibayarkan oleh WP sebesar Rp4.000.000,-

Di bagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% yaitu

Rp1.200.000,-

Sehingga yang diterima oleh Provinsi sebesar Rp2.800.000,-

Tarif PKB : 1,2%

Opsen PKB : 66% dari PKB (0,792%)

Pembayaran yang dilakukan oleh WP yaitu:

 PKB : Rp2.400.000,-  (Rp200.000.000,- x 1,2%)

 Opsen : Rp1.584.000,-  (Rp2.400.000,- x 66%)

 Total PKB terutang : Rp2.400.000,- + Rp1.584.000,- =

Rp3.984.000,-

 Atau 1,2% + 0,792% = 1,992%

 1,992% x Rp200.000.000,- = Rp3.984.000,-

Mobil dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Rp200.000,000,-

UU 28/2009

UU 1/2022

Secara nominal penerimaan untuk Provinsi turun sebesar Rp400.000,- atau sebesar 1,43%, namun

penambahan penerimaan untuk Kabupaten/Kota tempat kendaraan bermotor terdaftar lebih besar.

@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri 17

SIMULASI PENERIMAAN BAGI HASIL BBNKB DAN OPSEN BBNKB

Tarif BBNKB : 10%

Pembayaran BBNKB yang dibayarkan oleh WP sebesar Rp20.000.000,-

Di bagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30% yaitu

Rp6.000.000,-

Sehingga yang diterima oleh Provinsi sebesar Rp14.000.000,-

Tarif BBNKB : 6%

Opsen BBNKB : 66% dari BBNKB (3.96%)

Pembayaran yang dilakukan oleh WP yaitu:

 BBNKB : Rp12.000.000,-  (Rp200.000.000,- x 6%)

 Opsen : Rp7.920.000,-  (Rp12.000.000,- x 66%)

 Total BBNKB terutang : Rp12.000.000,- + Rp7.920.000,- =

Rp19.920.000,-

 Atau 6% + 3.96% = 9.96%

 9.96% x Rp200.000.000,- = Rp19.920.000,-

Mobil dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) Rp200.000,000,-

UU 28/2009

UU 1/2022

Secara nominal penerimaan untuk Provinsi turun sebesar Rp2.000.000,- atau sebesar 1,43%, namun

penambahan penerimaan untuk Kabupaten/Kota tempat kendaraan bermotor terdaftar lebih besar.

@kemendagri @kemendagri @kemendagri_ri 18
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Peran DPRD mendorong 

Potensi dan Pencapaian 

Target Pajak dan Retribusi 

Daerah

PERAN DPRD DALAM MENDORONG POTENSI 
DAN PENCAPAIAN TARGET PDRD

Penerapan Perda No. 4 Tahun 2025 tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah menjadi payung hukum utama di tahun

2026

Fungsi Utama DPRD dalam Sektor Pendapatan

DPRD Kota Semarang bergerak aktif melalui tiga fungsi

konstitusionalnya:

1. Fungsi Regulasi (Legislasi): Menyusun dan 

mengesahkan Perda penyesuaian tarif serta insentif pajak

yang adil.

2. Fungsi Anggaran (Budgeting): Menetapkan target PAD 

yang realistis namun optimis dalam APBD 2026 

(perubahan).

3. Fungsi Pengawasan (Controlling): Memantau kinerja

Bapenda Kota Semarang agar tidak terjadi kebocoran

anggaran.
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1. Mendorong Digitalisasi Fiskal

• Fokus Kerja: Pengawasan penuh terhadap penerapan sistem

elekronifikasi transaksi.

• Langkah Nyata:

Mendukung Bapenda dalam memperluas sistem pembayaran

digital (E-Tax dan E-Retribusi).

Pemasangan alat perekam transaksi (tapping box) di hotel, 

resto, dan tempat hiburan.

• Tujuan: Menjamin transparansi, efisiensi, dan meminimalkan

kontak fisik untuk menutup celah korupsi.

PERAN DPRD DALAM MENDORONG POTENSI 
DAN PENCAPAIAN TARGET PDRD

2. Kebijakan Pro-Rakyat & Insentif Wajib Pajak

• Prinsip Utama: Kenaikan pendapatan daerah tanpa membebani

masyarakat kecil.

• Aksi Nyata DPRD 2026:

 Mengawal kebijakan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 6 

Tahun 2026 tentang keringanan PBB-P2.

 Mendorong program pemberian diskon pokok pajak dan 

penghapusan denda tunggakan secara berkala.

 Memastikan tarif pelayanan dasar (seperti Puskesmas dan RSUD) 

tetap terjangkau dan berkeadilan.

PERAN DPRD DALAM MENDORONG POTENSI 
DAN PENCAPAIAN TARGET PDRD
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3. Pengawasan Lapangan & Evaluasi Berkala

• Bentuk Pengawasan Aktif:

 Melakukan sidak lapangan oleh Komisi C (Bidang Keuangan) ke

titik-titik potensi retribusi.

 Menggelar Focus Group Discussion (FGD) berkala bersama

eksekutif untuk memonitor realisasi bulanan.

 Mewajibkan pemutakhiran data aset daerah agar potensi pajak

baru terdata dengan akurat.

PERAN DPRD DALAM MENDORONG POTENSI 
DAN PENCAPAIAN TARGET PDRD

Tantangan Sektor Fiskal

Masih adanya wajib pajak yang tidak patuh

 Celah kebocoran retribusi konvensional

 Ketidakpastian ekonomi global

Solusi & Rekomendasi DPRD

 Edukasi masif dan kemudahan akses bayar lewat aplikasi.

 Percepatan migrasi total ke sistem cashless.

 Pemberian stimulus ekonomi agar dunia usaha lokal tetap tumbuh.

PERAN DPRD DALAM MENDORONG POTENSI 
DAN PENCAPAIAN TARGET PDRD

Tantangan dan Solusi Tahun 2026
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INSENTIF FISKAL DAERAH Pasal 99  PP 35 / 2023
Kemampuan
membayar WP  dan / 
atau WR

Untuk mendukung dan 
melindungi pelaku usaha
mikro dan ultra mikro

Kondisi tertentu Objek Pajak, 
seperti bencana alam dll yang 
terjadi bukan karena
kesengajaan atau bertujuan
menghindari pajak

Untuk mendukung
kebijakan pemerintah
daerah dalam menca[pai 
program prioritas daerah

Untuk mendukung
kebijakan pemerintah
dalam mencapai program 
prioritas nasional

Permohonan
WP / WR

KDH 

Secara jabatan

Mempertimbangkan :

( 1) Dalam mendukung Kebijakan

kemudahan berinvestasi, KDH 

dapat memberikan insentif fiskal

kepada pelaku usaha di 

daerahnya

Insentif fiskal tersebut

berupa pengurangan, 

keringanan,dan

pembebasan, atau

penghapusan atas pokok

pajak, pokok retribusi, 

dan/atau sanksinya

1

2

3

4

5
1. Kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak oleh WP selama 2 tahun

terakhir

2. Kesinambungan usaha WP dan/atau WR

3. Kontribusi usaha dan penanaman modal WP dan/atau WR terhadap

perekonomian daerah dan lapangan kerja didaerah yang bersangkutan

4. Faktor lain yang ditentukan oleh KDH

Pemberian insentif fiskal kepada

WP / WR dilakukan dengan

memperhatikan faktor :

Penutup
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TIGA PILAR UTAMA 

PENINGKATAN PDRD 

INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN

EFISIENSI BIAYA PUNGUT

DIGITALISASI FISKAL
(e Tax; e  Retribusi)

KESIMPULAN

 "Pajak yang kita bayar hari ini adalah
investasi untuk pembangunan kota esok
hari.

 "Sinergi yang kuat antara DPRD Kota 
Semarang dan Pemerintah Kota menjadi
kunci utama dalam mengamankan ruang

fiskal APBD demi kesejahteraan warga.”
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TERIMAKASIH

Semoga Kita semua selalu sehat dan dalam Lindungan Tuhan YME
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263

Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman http://bpsdmd.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 17 Juni 2026
Nomor : 073.3/PT03/1171.522/2026 Kepada :
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan

Workshop Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kota Semarang

Rektor Universitas 17 Agustus
di
  TEMPAT

   Menunjuk surat Saudara Nomor 2.344/C.01.01/VI/2026, tanggal 12 Juni 2026,
hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD
Kota Semarang , dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas
kelengkapan  dokumen  yang  telah  diajukan  dan  menyatakan  telah  memenuhi
syarat,  selanjutnya  dengan  ini  memberikan  rekomendasi  pelaksanaan  kegiatan
Workshop DPRD Kota Semarang yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2026
sampai dengan 21 Juni 2026 bertempat di Wahid Prime Hotel - Salatiga.
   Sehubungan dengan itu,  diminta perhatian Saudara untuk hal-hal  sebagai
berikut:
1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6

Tahun  2024  tentang  Orientasi  dan  Pendalaman  Tugas  Anggota  Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah
Kabupaten/Kota;

2. Proses  penyelenggaraan  Workshop  agar  dilakukan  dengan  metode
pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar
mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga
substansi/materi  yang  diberikan  dapat  meningkatkan  kompetensi  anggota
DPRD;

3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
a. Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern;
b. Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (PP Nomor 18

Tahun 2017 dan PP Nomor 1 Tahun 2023);
c. Implementasi Pengelolaan dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus;
d. Peran DPRD Dalam Perhitungan Potensi dan Target PDRD;
e. ESQ (Emotional Spiritual Quotien) ;

4. Anggaran  Workshop  agar  dikelola  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-
undangan  yang  berlaku  dan  administrasi  pertanggungjawaban  keuangan
menjadi  tanggung  jawab  pihak  Universitas  17  Agustus;

5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi
Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran
sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  yang  berlaku,  antara  lain  partisipasi
peserta,  metode  pembelajaran,  dan  kualitas  pemberi  materi/tenaga
pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh)  hari  setelah
pelaksanaan kegiatan;

6. Apabila  belum  menyampaikan  Laporan  penyelenggaraan  Workshop  maka
pengajuan rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih
lanjut;



7. BPSDMD  Provinsi  Jawa  Tengah  akan  menugaskan  1  (satu)  orang  Pegawai
BPSDMD  Provinsi  Jawa  Tengah  guna  melaksanakan  tugas  monitoring  dan
evaluasi  terhadap  efektivitas  penyelenggaraan  Workshop  dimaksud.  Hasil
monitoring dan evaluasi  disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi  Jawa
Tengah  sebagai  bahan  kajian  untuk  penyempurnaan  dan  penetapan
pelaksanaan  kegiatan  sejenis  berikutnya;

8. Permohonan  nomor  registrasi  disampaikan  kepada  Badan  Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);

9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa
Tengah  u.p.  Bidang  Sertifikasi  Kompetensi  dan  Penjaminan  Mutu  melalui
Telepon/Faksimile  (024)  7473066  excention  108  /  (024)  7473701

   Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan
terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah

Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :
1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Walikota Semarang;
4. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
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Registrasi Kegiatan Workshop DPRD Kota Semarang
“Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan

Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern”

Registrasi Kegiatan Workshop DPRD Kota Semarang
“Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan

Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern”



Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kota Semarang
“Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan

Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern”
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya

Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kota Semarang
“Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan

Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern”
Menyanyikan Lagu Indonesia Raya



Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kota Semarang
“Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan

Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern”
Laporan Sekretaris LPM UNTAG

Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kota Semarang
“Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan

Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern”
Sambutan Ketua DPRD Kota Semarang



Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kota Semarang
“Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan

Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern”
Sambutan Wakil Rektor IV UNTAG Semarang

Pembukaan Kegiatan Workshop DPRD Kota Semarang
“Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan

Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern”
Penyerahan Cinderamata



Penyampaian Materi Sesi I:
Aryo Santiko, S.Sos., M.Si

(BPSDM Kemendagri)

Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Penyampaian Materi Sesi II:
Rino Rio Kent, S.STP., M.M. 

(Kemendagri)

Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab

Penyampaian Materi Sesi III:
Rino Rio Kent, S.STP., M.M. 

(Kemendagri)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab

Penyampaian Materi Sesi IV:
Drs. Y. Setyohadi Pratomo, M.Si
(Akademisi - UNTAG Semarang)



Suasana Kelas pada waktu Penyampaian Materi
dan Diskusi Tanya Jawab

Penyampaian Materi Sesi V:
Eko Suseno HRM, SE, MM, PFC

(Motivator)



Penutupan Kegiatan Workshop DPRD Kota Semarang
“Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan

Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern”

Penutupan Kegiatan Workshop DPRD Kota Semarang
“Implementasi Hak Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan

Manajemen Komunikasi Politik Yang Bersahaja Menuju Parlemen Modern”
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